
KOMISI PEMILIHAN UMU}I
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ITOUOR: 22 /PR-O1.3-Kpt/ I674 IKPU-Kot/VEI I ?n2O

TEITTANG

RENCANA SIRATEGIS KOilISI PEUILIHAIT UUUU KOTA M
TAIIIIN 2O2O-?fi2,4

KEI.UA KOUISI PEMILIIIAIT T'}ITIM KOTA PRABIIUULIH,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2A2O tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tatrun 2O2O 2024, yang

menyatakan Kementenxr/ kmbaga dan Pemerintah Daerah

melaksanakan program dalarn Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional yfrry dijabarkan dalam Rencana Strategis

Kementenuil kmbaga dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengatr Daeratr;

b. bahwa untuk meurujudkan penyelenggaraan Pernilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupadi dan Wakil

Bupati dan I atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih

berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangt<a Menengah Nasional

Tahun 2O2O 2024, perlu disusun rencana strategis Komisi

Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tatrun 2O2O - 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarra dimaksud dalam

hurrrf a dan hurrf b, perlu menetapkan Kepuhrsan Komisi

Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pernilihan

Umum Kota Prabumulih Tahun 2O2O - 2024;

Mengingat :1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembanggnan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72Ll;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang psrnilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara RepubHk



Indonesia Tatrun 2015 Nomor 23,Tarnbatran Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun

2016 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintatr

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6

Nomor 13O, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor L82, Tambahan Icmbar€tn Negara Republik Indonesia

Nomor 61O9);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 8O);

5. Perahrran Presiden Nomor 1O5 Tatrun 20 18 tentang

Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Wewenafrg, Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan lJmum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tatrun 2O2O tentang Rencana

Pembangunan Jangla Menengatr Nasional Tatrun 2A2A-2O24

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1O);

7. Peraturan Komisi pgrnilihan Umum Nomor 06 Tatrun 2OO8

tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan LJmum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemithan

Umum Kabupaten /Kota, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tatrun 2OO8

tentang Pembatran Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor

O6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keda Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan lJmum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

8. Perattrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2OL9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320!.,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi psrnilihan



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Umum Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi psmilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 2A\;

Rrtusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-KW[/2019

dalarn perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2A\7 tentang Pemilihan lJmum, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AL4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, dan UndangUndang Nomor 1O Tahun 2U^16 tentang

Pembatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peratrrran Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Al4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

L945;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIFIAN UMUM TENTANG RENCANA

STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

TAHUN 2A2A-2A24.

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pernilihan Umum

Kota Prabumulih Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagtan tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Strategis Komisi Pernilihan Umum Tatrun Kota

Prabumullh 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud dalam Dikttrm

KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan

Umum Kota Prabumulih untuk periode 5 (lirna) tatrun

terhitung sejak tahun 2A2A sampai dengan tahun 2A24.

Rencana Strategis Komisi Perrrilihan Umum Kota Prabumulih

Tahun 2A2O-2O24 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, meliputi:

a- visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota

Prabumulih Tahun 2O2O-2A24;

h arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka



KEEMPAT

KELIMA

kelembagaan Komisi Pernilihan Umum Kota Prabumulih

Tahun 2O2O-2O24; dan

G target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan

Umum Kota Prabumulih Tahun 2O2O-2424-

Rencana Strategis Komisi Pernilihan Umum Kota Prabumulih

Tahun 2AZA-2O24 s,ebegairnana rtimaksud dalam Dilrhrm

KESATU menjadi pedoman:

a. perr5rusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Prabumulih;

b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan

pemangku kepentingan lainnya;

c. pengintegrasian, sinkonisasi, dan konsistensi antara

perencana€ul, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

program /kegpatan di ling[<ungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih; dan

d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih

Pada tanggal 2J A$tstus 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
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